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MOTTO 

 

 

                                 

      

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun”.                                                      

  (Q.S. An Nahl : 78) 

         

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”. 

(Q. S. Alam Nasyrah: 6) 

            

 “Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain”. 

(Q. S. Alam Nasyrah: 7) 

 

                                     

                                

 

“Niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.                                                                                                        

(Q.S. Al Mujaadillah : 11) 
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ABSTRAK 

 

 Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih 

kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : Pertama, adanya nash 

(Alquran dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk 

menjadi pemimpin. Kedua, Dialektika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang 

pro maupun yang kontra mengenai kedudukan hakim perempuan. Ketiga, adanya nash 

Alquran (QS. 4 : 34) yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan 

hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah 

menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang 

perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkannya.  

 Dari berbagai pandangan para ulama, tentunya akan memunculkan sebuah dialektika 

pada pandangan para ulama di Indonesia. Misalnya dalam konteks ini Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), ORMAS Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai lembaga yang 

menjadi spectrum berbagai ORMAS lebih  mengedepankan kontekstualitas dan tidak 

berlaku pada pemahaman harfiah. Disini kondisi wanita pada waktu itu (pada masa 

Rasulullah) belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena 

ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak 

wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut. 

 Menanggapi adanya perbedaan pendapat diatas, maka penulis ingin memberikan 

judul HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Posisi Hakim 

Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana  Menurut MUI, Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama). Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut; 1). Bagaimana Posisi Jabatan Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana 

menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? 2). Bagaimana konsep kedepan 

tentang hakim perempuan yang ditawarkan dalam memutuskan kasus pidana? Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio historis, serta berupaya merekontruksi 

istidlal atau istinbath hukum yang digunakan MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 

secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi serta 

mensistensikan dalil yang akan dipakai oleh MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, 

guna untuk mendapatkan kesimpulan akhir dalam wacana konteks keindonesiaan.  

 Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap MUI, Muhammadiyah dan 

Nahdlatul Ulama dapat disimpulkan bahwa istimbath hukum  yang dilakukan ketiga lembaga 

tersebut didasarkan pada konstektualitas dan tidak berlaku pada pemahaman harfiah. Dalam 

konteks ini, kondisi wanita pada waktu itu (pada masa Rasulullah) belum memungkinkan 

mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan 

pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut. 

 

Kata Kunci: Hakim Perempuan, Istimbath Hukum,  Pendapat Para Ulama, 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.   
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Abstract 

 

 Leadership of women in islam is still a controversial issue. This is due to several 

factors, among others: first, the existence of texts (Qur’an and Hadist) which textually implies 

virtue for men to be leaders. Secondly, dialectics is happening in the community, both the pros 

and cons of the position of woman judges. Third, the texts of the Qur’an (QS.4:34) which 

indicates the primacy of men become the leader and prophet Muhammad hadits narrated by 

Abi Bakrah Companions who outwardly show that a people will not prosper if it is led by a 

women. Would however, some experts scholars allow it. 

 From this views of scholars, will bring up a dialectic on the views of the scholars in 

Indonesia. For example in this context Majlis Ulama Indonesia (MUI), Ormas 

Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama as a spectrum of institutions into various ORMAS 

emphasizes the contextuality and does not apply to an harfiah understanding. Here the 

condition of women at the time (at the time of the prophet) has not allowed them to handle 

public affairs, because of lack of knowledge and experience. While at times it’s a lot of 

women who have knowledge and experience about the affair. 

 In response to the differences of opinion, the writer wants to give the title JUDGE 

LEGAL PERSPECTIVE OF WOMEN IN ISLAM (Judge Position of Women in Criminal 

Cases Decided According to MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama). So in this study 

can be formulated as the following formulation of the problem; 1). How to Judge Position 

Position of Women in Criminal Cases Decided by the MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul 

Ulama? 2). How does the concept of the future of women judges offered in deciding a 

criminal case? The method used in this study is a socio-historical method, and seeks to 

reconstruct istidlal or legal istinbath used MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama 

systematically and objectively by collecting data and evaluating and mensistensikan 

proposition that will be used by the MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, in order to 

obtain a final conclusion in the context of the discourse ness. 

 Based on the results of a study of MUI, Muhammadiyah and NU can be concluded 

that the law made istimbath three institutions based on konstektualitas thet does’t apply to the 

literal understanding. In this context, the condition of women in itun time (at the time of the 

prophet) did’t allow them to handle public affairs, due to lack of knowledge and experience, 

while today has a lot of women who have knowledge and experience on these matters.  

 

Keywords: Female Judge, Law of Istimbath, the Opinions of the Ulama, Muhammadiyah 

and Nahdltul Ulama. 
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